r

Meninbang :

Menrgingat .

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Poraturan

BUPATI MANDAILING NATAL

PERATURAN DAERArR KABUPATZN MANDAILING NATAL
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TENTANC
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANDAILING NATAL

a. bahwa jenis retribusi jasa usaha diatur dalam pasal 127 Undar.g-undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerzh, dan
sebagai implementasi pelaksanaan Retribusr Jusa Usaha dimaksud di atur

dalam Pasal 156 ayat (1)

b bahwa relribisi jasa usaha sebagaimana Jimaksud huraf o ddindar lanjuti

dengan Peraturan Daerah,

c buahwa berdasarkan pertimbangan ssbagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu maembentuk Peraturan Daerih tentang Retribusi Jasa
Usaha;

Undang-undang Nomor 8 Tanun "981 tntanc MHukum Acara ridana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Momo, 188, Tambahan Lembaran Neyara

Nomor 2437):

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 ientang Fembentukan Keoupautern

Daerah Tingkat Il Toba Samwosir dan Kabupaten Dacrah Tinglat |l
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Ncmor 18€. Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2427),

-

Perundang-undangan (Lembaran N:gara “alun 2004 Nomor 53
Tambahan Lembaran Nomor 4389);

4. Undang-undany Nomor 32 Tahun 2004 tlertang peimerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2CC4 Nomor 125, 1 smbahan Lembarar Nzgara
Nomor 4437) sebagaimana te'ah diutah beberapakali, terakhir dengan
Undang-undang Norio- 12 Tahun 20C8 tentang Ferubahan kecua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 t~lang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor L4 Tambaban Lemnmbaran Negara

Nomor 4844),



) 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 teideng Perimbangan lleuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemberan Negara Tzliin 2004
Nomor 126 Tambahan Lemoaran Negara Nomor 4436);
| 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 lentarg Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomror (30, Tambahan
l Lembaran Negara Nornor 5049), ‘
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Talur, 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Megara Tahiy 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
i Antara Pemerintah, Pemerintanan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

(e¢]

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Necara Tahun 2007 Nemor 82,
Tambahan Lembaran Negara [Nomor 4737

9. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 15 ~ahiin 2006 tentang enis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah.

e’ ? 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tertany Prosedur
i Penyusunan Produk Hukum Drerah;

11. Peraturan Mentzri Dalam Negerij:Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah. & "

Dengan Persetujran BersaTm.a
DEWAN PERW/AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
Dan
B'UPATI MANDAILING NATAL
MEMUTUSKAN :
Meneciapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIEUSGH JASA LUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UIMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.

2 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemeriniah oleh Pemerinialy Daerah
Jan Dewin Perwakilan Rakyat Daerah merurut asas >tonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip sebagaimana dimaksuc dalam Undang-undanng Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,

3  Pemcrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daesah sebagai unsuy penyelungcaraan
Pemerintahan Daerah

. e —— o ——

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,yanq se&anjumya}" disirgkat DIPRD, adalah lembaga
perkawinan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahay Daerah
Kabupaten Mandailing Natal. A



5. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.

6. Pejavat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang rziribusi daerah sesuali
dengan peraturan perundang-undangan.

7. Feratuian Daerah adalah peraturan perundang-undangzn yang dibentuk oleh DPRD
Kabupaten Mandailing Natal dengan persetujuan Bug ati.

8. Peraturan Bupatli adalah Peraturan Bupati Mancailing Natal.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupahkan kesatuan. baik yang
melaxkuk:an usaha maupun yang tidak melakikan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, atau orjanisasi yayasan, lembag»
dan bantuk badan lainnya termsuk kontrak investasi kolektif flan bentuk usahe terap.

10.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai
pembavaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
dibn.ikan oleh Femerintah Daerah untuk kepentingan orang rribadi atiu hadan.

11 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usah3 dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanrfaztan lainnyan yannq dapal dinikmati oleh

orang pribadi atau badan.

12.Jara usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah [Daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial dan pada dasarnya dapat pula ciseaiakan olel. sektor swasta.

13.Wejib Retribusi adalah orang pribadi atau baden yang menurut peraturan perundang-
undsngan retribusi  diwajibkan  untuk melakukan 'p_embayaran retribusi, temmasuk

pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu lertentu yanc merupakan batas wakiu bagi
waiib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintalh Daerah

yang bersangkutan

15.Surat Setoran Retrihusi DNaerah, yang selanjuinya disinjkat SSRD, adaialah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang lelah dilakukan dengan mer.ggunakar,
formulic atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerar melalui tempat pembayaran

vang cituniuk oleh Kepala Daerah.

16.3Svrat Ketentuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya junlah poikok retribusi yang terutang.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yan¢ selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumiah keletihan pernbayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau

seharusinya tidak terutany.

18. Surat Tagiban Retribusi Daerah, yang selanjutnya disir.gkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atan denda.

10 Pemarikanan adalah serangkaian kegiatan menghimpun Jdan mengola data, keterangan,
dar/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan propesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajban retribusi dacrab
dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalarm rangka me.aksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi daerah.



20.Penvidikan tindak pidana dibidang retribusi adalat, serangkaian tindakan yanyg dilakukan
oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukli itu membuat
torang tindak picdana dibidang retribusi daerah yang teradi serta manemukan

tersangkanya.

BAB I
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal z

Obhjek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanar yang dised.akan oleh Pemerintan Daerah

dengan menganut prinsip komersial yang meliput : '

a. pelayanan dengan menggunakan/memantaatkan kel ayaan  daeran vang  belum
dimanrfaatkan secara optimal, dan/atau

b pelayaran olehi Pemerintah Daerah sepanjang bzluin diseciakan secara memacai oleh

pihak swasta.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Uscha dalam Peraturan Daerah ini adalah:
Retiibusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Retiibusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa,

Retribusi Rumah Potong Hewan;

Re‘ribusi Tem:pat Rekreasi dan Olahraga;

Re*ribusi Penyeberangan di Air; dan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

S@mo a0 o

Bagian ¥Vesalu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Kekayaan Daerat dipungut retritusi sebayai pembayeran atas
pemakaian kekayaan daerah.

Pasul §

(1) Objek Ketribusi Pemakaian Kekayaan Dezerah schagain.ana dimaksud dalam pasal 3
huruf a, adalah pemakaian kekayaan daerat

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaaun daeral sel.agaimana dimaksud pada
ayat (1) aaalah penggunaan tanah yang ‘dax mengubah fuigst dari tanah tersebut.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daeiah adalah crang pribadi atau bedan yang
menggunakan jasa pemakaian kekayaan daerah.

(2) Wajic Retribusi Pemakaian Kekayaan Daeran adalah pribadi atau badan yang menurut
ketertuan peraturan  perundang-undangan retribusi  diwajibkan untuk  melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retrinusi pemakaian celayaai

danerah,
Pasal ’

Penggunaan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dar tipe
yang Aigunakan.,
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Pasczl 8

Tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian siang hari................... . ... SUTUTR T o R 250.030,-
b. Pemakaian malamhart................ .. ... .. ... Rp  300.000,-
2. Untuk Perorangan, Kelompck aan swasta : -
a. Pemakaiansiang hari................. ... TR Rp.  30G.000,-
b. Pemakaian malamhar............................. ... ... Rp  352000-
B. Pemakaian Gedung Serba Guna
1. Untuk badan Perintah/ABRI:
a. Pemakaian siang Nari..........cccooooii o L Rp 800.000,-
b. Pemakaian malam hari................. . Rp. 1.000.000,-
2. Unluk Perorangan, Kelempok dan swasta
a. Pemakaian siang Nari........cocccoooo o Rp. 1.200.000,-
b Pemakaian malam hari.............. oo Rp. 1 500.000,-
C. Pemakaian Mes Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Natal dan batahan :
1. 1 (satu) bed/malam non AC........ P e Rpo 10,000, -
2. 1 (satu)bed/malampakai AC............c.oocooooo Rp.  15.000 -
D. Pemakaian Mes Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Medan :
1. 1 (satu)kamar/malam VIP................ Rp.  20.000,-
2. 1 (satu) kamar/malamnon AC..... ................... ... e Rp 15.000, -
li. Pemakaian Kursi/Meja
1. Pemakaian kursi lipat / buah )/ hari
a. Pemakaian siang hari............coooooo Rp. 1.000,-
b. Pemakaian malamhari............................. ... TR Rp. 1.500,- -
2. Pemakaian kursi tamu / buuh / hari ' '
a. Pemakaian siang hari...........oc oo Rp. 15.000 -
b. Pemakaian malam hari................... Rp. 17.500,-
3. Pemakaian meja / buah / hari
a. Pemakaian stiang hari...........cooooooooo Rp. 1 000.-
b. Pemakaian malam hari.................... Rp. 1.250 -
[ll. Permakaian Wireless untuk 1 (satu) unit/hari ditetapkan sebagei berkt
a. Pemakaian siang hari....................c.c........ RSP RROT Rp.  2500,-
b. Pemakaian malant hari...........cocooooii Rp.  30.000,-
V. Pemakaian Truck
1. Dump Truck................ e I S Rp. 200.000,-
2. Truck. .o . ........Rp.200.00C -
3. Trailler/Trado. ... Rp. 200 000.-
V. Pemakaian OHP untuk 1 (satu) unit/hari ditetapkan sebaga berikul : _
2. Pemakaian siang hari..........occccii i e Rp. 52000 -
b. Pemakaian malam hari.........ccooooii Rp. 7£.000,-
VI. Pemakaian In focus untuk 1 (satu) unit/hari ditetapxan sebagar berikut
a. Pemakaian siang hari.. ... TR L Rp. 150.000,
b. Pemakaian malam hari..........ooooi ~...Rp. 200 000.,-
VIl. Pemaicaian Flax cam untuk 1 (satu) unit/hari ditetaplkan ebac ai b mut
a. Pemakaian siang hari.........cooo o T Rp. 109.000,-
b. Pemrakaian malam hari........... *Rp 150.000,-
VIl . Feinakaian Handy cam untuk 1 (satu) unit/hari ditetepkan sebagai berkut
a Pemakaian siang hari.........cooooii Rp. 100.000, -
b. FPernakaian malam hari..........coco i .. .Rp. 150.1700.-
IX. Poamakaian Laptop untuk 1 (satu) unit/hart Jditetapkon e hm] TRETRIRINTT
a Damakalon slang hark o e Rp. 50.000,-
b. P'emakeion malam harl........... S Rp. 75000.-
X, Pemakaian Tenda/Tratak untuk 1 (satu, nmit/hari dengian uknrcm £y 10 m ditctapkan

Pemiakaian Gedung :
A. Pcmakaian Gedunq Aula
1. Untuk badan Perintah/ABRI:

snroecar 150.C00.



X|. Pemakaian Bus Pegawai untuk 1 (satu) han/unit ditetapkan sebasar. ... ....Rp. =50.000

X[, Pemakaian Mobil pool untuk 1 (satu) har/unit ditetapkan sebesar.. Rp. 700.000

XIIl. Pemakaian PTR untuk 1 (satu) hari/ unit d..etapkan dengan harga ... .. . Rp. 30N.000 -
XIV. Pe nakaian Stomwales untuk / unit / haii dengan harga... ... ............. . <. Fp. 200.000 -
AV. Pemakaian Greder untuk / unit/jam dengen harga. ... ... ... . . .Fp100.000 -
XVI. Pemakaian Eskavator untuk / unit/ jam dengan haropa . ... . Rp. +00.000,-
AVII. Pamakaian Scheonel untuk / unit jam dengan harga...... ... ... ... . ... k2 70.000.-

XV Pemakaian Tanah :

1. Untuk pemasangan papan reklame atas pangqung reklaine, sebesar Rp. 1.000
(seribu rupiah) setiap bulan permeter pcrsegi.

2 Untuk pemasangen kain reklame atau spanduk, sebesar fp 2000 (dua ribu rupiah)
setiap bulan permeter persegi ,

3. Untuk pendirian warung, depot dan banagunan tidak d>erinanen lainnya dan lokasi
lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah daeiat cebesar fp. 5.000 (lima ribu
rupiah) setiap bulan permeter persegi.

Pasal ¢

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipunrgut di wilayah lokasi terapat
pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasa 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atav Pertokoan dipungut retribuszi sebagai
pembayaran atas fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dipakai.

Pasal 11

(1) Ob’ek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana diraksud dalam pasal 3
huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / d'selenggarakan oleh Memerintah
Daerah.

(2) ikccunlikan dari objek retribusi sebagaimana cimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas
pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikzlcla oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasai 12

(1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokean adalai orang pribadi atau badan yang
menggunakan jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertoknan

(2) Woaj'b Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokcan adalah orang privadi atau badan yang
menurut  ketentuan Peraturan perundang undangan  retribusi  diwajibkan  urituk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungul atau pemntong retribusi pasar
grosir dan/atau pertokoan, termasuk pemungut atau perroteng retiibusi pasar grosir dan

/ataus pertokoan.
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pasar, golongan jenis dacangan,
lecak tempat, jenis tempat, jenis pedagang dan luar tempat yang dipergunakan yanqg dikelolah
Pemerintat Daerah.

Pacal 14

Besasnya retribusi ditetankan sebagai berikut :
Grosir Gan / atau PErOKOAM........oowivoeeeeeoeeeies oo oo e Rp. 120,-/m%havi
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Pasal 15

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang terutang digungut awilayah iokasi tempat
penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Pasal 16

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai paimbayaran atas fasilitas yang
disediakan di lingkungan terminal yang dikelola Pemerinlah Daeah

Pasal 17

(1) Objek retribusi termminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hurup d adslah
pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kenderaan penumpang dan bis umum,
tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungar terminal, yeng disediakan,
dirniliki dan /atau dikelola oleh Pemerinteh Daerah.

(2) Cikerualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksuo nada ayat (1) adalah teiminal
yany disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemeirinah, BUMN, BUMD den Pihak
sv,asta.

Pasa' 18
1)  Subjek retribusi terminal adalah orang vribadi atau badan yang merggunakan jasa
terminal
(2) Vvajib retribusi terminal adalah orang prtadr atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untule melakukan pembayaren
retribusi, termasuk pemungut atau pemoteng refribusi terminal
Pasai19
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kenderaar., frekeensi masuk terminal

Pasal 20

Besarnya retribusi ditetapkan untuk sekali masuk terminat sebigal berikul

a. Kenderaan Bus AFAP . ... e Rp. 2.000.-

b. Kenderaan Bus AKDP..........cccoovvii U PSRRI Rp. 1.5C0,-

c. Kenderaan Angkutan Calam Kota............... .......... ... S Re. 1.000.-

d Kernderaan Angkutan Pedesaan.................... ..o oo oo Rpo 800

e Kenderaan Taxi/Travel AKAP. ... o Rp 1.500,-
Pasal 21

Retribusi terminal yang terutang dipungut diwilayah Jaerah ter ninal.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 22

Dencan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retrousi sebagai pembayaran atas
fasilitas pelayanan tempat khusus parkir.
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Pacal 23

(1) GCbjek -etribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimassud dalam”paseal 3 huru? = .
adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakar, d'miliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah

(?) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana cimaksud pada ayat (1) adalah peleyanan
tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelela oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 24

(1) Subjek retribusi tempat khusus parkir acalah orarg pribadi atau badan yang -
menggunakan jasa tempat khusus parkir

(2) Waijib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pruadl atau badan yang menuntut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk m2lakukan
pembayarar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diuvkur berdasarkan frzkuensi, jenis kendersan dan jangkau waktu
penggunaan tempat khusus parkir

Pasal 26
Besarnya retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut .
a. Mobil MIni BUS/PICK UP ... Rp. .000,-
T o YU T PR P PP PPN Rp. 5.000,-
C. DBCA. . o L Rp. 1 000,-
d. SePEda MO0 ... e Rp. 1.€00,-
Pasal 27

Retribusi tempat khusus parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah temp:at kiwusus
parkir

Bag‘an Kelima
Retribusi Tempat Fenginapan / Pesanggarahan / Villa

Lasal 28

Dengan nama retribusi tempat penginapar/pesanggrahaniviia dipungut retribusi sebaijai
penmbezyaran atas fasilitas pelayanan tempat perginaoan/pesanygrahan/vilia.

Pasal 29

(1) Cbjek retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villia sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 huruf f adalah pelayanan teinpat perginapar. / prsanggrahzn / villia yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari subjek Retribusi sebagaimana dimaks.ad pada aya. (1) adalah tempat
penginapal / pesanggrahan / villia yang isediakan, dimiiki, dan/atau dikelola oleh

Fremerintah, BUMN, BUMD dan p:hak swasta.

Payrl 30

(1) Subjek Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villia orarg pribadi a‘au badan
yang rnenggunakan jesa tempat penginapan / pesanggrahan / villa.



(?) VJJiib Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villia orang pribadi atau badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangen retribusi diwejibkan untuk
melakuk:an pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempeat
pcnginapan / pesanggrahan / villia. ‘

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar vang disediakan dan lamanya
wakiu menginap.

Pasal 32

3esarnya retribusi ditetapkan sebagai bericut :

a. Kiasifikasi kamar/ ruang VIP......ccoooo e Rp 50 9200,~/hari

b. Klasifikasi kamar/ ruang eKOnOmMi..........oieiieiiiiin Rp 40.0C0,-/hari

c. Klasifikasi kamar/ ruang standar................ L Rp  25.C00,-/hari

d. Klasifikasi ruang tamu.......... . Rp 30.000,-hari

2. Klasifikasi ruang pertemMuUEIt . ... Rp 50000,-/hari
Pasal 33

Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempeat penginapan / pesanggrahan / villa.

Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 34

Dengzn nama retribusi rumah potong hewan dipungut retiihusi sebagai pembayaran atas
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 35

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaicsud dalam pasal 3 hurup g
adalah pelayanan penyediaan fasiiitas rumah pemotongan hewar: ternak termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebe'um dan sesucah di potong. yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daer: h.

(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hevan ternak yang disediakan,
dirniliki dan/atau dikelofa oleh BUMN, BUMD den Pihak Swasta,

Pasal 36

(1) Setiap pemotonga hewan sifatnya komersil wajib di Rumah Potong Hewan
\2) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi ateu badan yang

menggunakan jasa rumah potong hewan
(3) Wajib retribusi Rumah Potong Hewan adalah orarg pribadi atau Fadan yang menurut

k=teniuan peraturan perundang-undangan retribusi diwapbkan  untuk  melakukan
pembeayaran retribusi, termasuk pemungut alau pemotong retribusi Rumah Potong

Hewan.

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan junilah ternak yang akan
dipotor.g.
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Pasal 38

Struktu: dan besarnya tarif retribusi :

1. SBesarnya retribusi untuk 1 ( satu ) ekor he'van yang d.potony ditetankan .

B o T JENIS HEWAN (
NO | KOMPONEN RETRIBUSI T T T T KAMBING
L | _KERBAU  ~ SAPL | (H.KECIL)
T 2 T N N B
}T Biaya jasa pemakaian RPH Rp. 15.000 N "Ry 13.500.- LRp 5.000,- :

Rp. 20.000,- | Rp.13.00U - | Rp. 9.000,- |

2. | Biaya pemeriksaan hewan

3. [ Biaya pemotongan Ro. 15.000 - Rp.14.500,- | Rp. 6,000 -
1 Rp.20.C0C -

i  JUMLAH [ Rp. 50.600 - [ Rp.45000.-

2 I Intuk kepentingan Hari Raya Idul fitri ditetapkar: :
Pemeriksaan Hewan sebelum dipotong dan

Pemeriksaan daging sesudah dipotong....................... .. ... ... ... .. Rp 35)00.-
2. Untuk Potong paksaldarurat ditetapkan .
Pemeriksaan sebelum dipotong dan
Rp.. 1C.000

Peme-iksaan caging setelah dipotong......... ... ... ... ..

Pes=! 39

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang d:pungut diwilavan daerar, tempat senyediaan
pemo:ongan newan.

Bagian Xetujuh
Retribusi Tempat K 2kreasi dan Olahraga

Paéeﬂ 40

Dengan r.ama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrag:  dipungul relrbusi sebaga
pembayaran atas pelayanan tempat rekreas'. pariwisata den olan raga yang dikelo'a

Femerintah Daerah.

Pasa: 41

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagainana dimaksud dalam pasal 2
huruf i adalah pelavanan tempat rekreasi pariwisata dan clah raga yang disediakan
dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daeran.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimane dimaks. i pada ayat (1) adalah pelayunar
ternpat rekreasi, pariwisata dan clah raga yang dis xdiakan. dimiliki dan/a‘au dikeloln
Pemzrintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 12

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah o-ang pribadi atau budan yany
menggunakan jasa tempat rekieasi dan olahraga

(2)  Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang
menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan retribus,  diwejibkan  untuk
mealakukan pembayaran retribusi, termasuk pemunqut atau pernotong Retriousi Temoai

Rekreasi dan Olahraga.



Pasai 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan lama perrakaiai tempat r2kreasi dan
dlahraya ’

Pasal 44
Basarrya -etribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi besarnya 10 % (sepuluh persen) davi nilai transaksi
b. Pemakaian Lapangan Volly

- Pemakaian lapangan volly untuk sekali pakai sebesar. ..., ... Rp50.000/ hari
c. Pemakaian Lapangan Bola Kaki

1). Pemakaian lapangan bola kaki untuk sekali pakzi sebesar...... . .. Rp 110.000,-

2). Untuk pemakaian hiburar umum dikenakan retribusi sebesar. .. Rp.300.000 -/hari

3). Khusus pemakaian pertandingan sebesar ... ... ... ... ..Rp200.000./hari
d. Farkir di Tempat-Tempat Rekreasi dan Olahraga

1) 10dE QUAL L e e Rp. 1.006,-

2).10Ua TG e SO Rp. 1.090,-

3). roda empat..... e Rp. 2.0')0,-

4\ digfas roda empat. ... Rp. 4.000,~

Pascl 45

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dipungut Jd; daerah di lokasi tempat
rekreasi aen olahraga.

Bagian rledelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas penjualan hasi. produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 47

(1) Objek Retribusi Penjualan Froduksi Usaha Daerah sehagaimana dimaksud dalam pasal
3 huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagainana dimaksud pada ayat /1) adalah
penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, SUMD dan IFihak Swasta.

Pasal 483

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalain crang piibadi atav badan
yang menggunakan jasa penjualan produksi usaha Dae.al.

/2) Waiib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan
yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemo'ong Retribusi

Fenjualan Produksi Usaha Daerabh.

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diuku; berdasarkan jenis dap/atau jumlah bibit atau benih
tanaman, bibil, ternak, darn Libit atau benih lkan. '
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Pasal 50 -

Besarnya re tribusi di tetapkan sebagai berikui :

1.

[gS)

(2)

n

(2)
(3)

(1)
(2)

(3)

Struktur besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha Faerah ditetapkan setesar 50%

( lima puluh persen ) dari harga dasar.

Harya dasar ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah

Re:ribusi penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutanq dipungut di wilayah lokasi
tempat penjualan produksi usaha daerah. ‘

BAB I
PRINSIP DAN SASARAN FENETAPAN TARIF RIZTRIBUSI

Pasa! 51

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besar taiif Retrit. 51 Jasa Usaha didasarkan pada

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layal.
Keuntungan vang layak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah keuntung«n yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakvkan secara efisien dan

berorientasi pada harga pasar.
Pasal 52

Tarir retribusi ditinjau kemoali paling lama 3 (tiga) tahun sel.ali, N
Feninjauan tarif retribusi setagaimana dimaksud pada ayat (1, dilakukan dengan
mezmperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonornian.

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BABIV
PEMUNGUTAN RETRIEUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 53

Fetribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau doiiimen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebajaimana dimaksud pada ayal (1) dapat berupa
karcis, kupon dar kartu langganan.

Daiam ha. wajib retribusi tertentus tidak niembayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikanakan sanksi adminisuatif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
se*iap bulan dari retribusi yang terutann yang tidak ataa kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

Fenagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pz la ayal (3) dicahului dengan

sqrat teguran.
Tata cara pelaksanaan pemungutar retribusi ditetapkan «‘engan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Pemantaatan
Pasal 54

Femanfaatan dari »enerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan urtuk
mendanai kegiatan yang berkaitan langsunty dengan penyelenggaraan pelayanan yang
bersangkutan.
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(3)
(4)

(M

(3)

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan pzaneririaan retiibusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga"'
Keberatan

Pasal >»

Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keheratan hany:n kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dckumen lain yang dipersamakar..

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertal alasan-
alasan yeng jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi *ertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaks.d pada avat (3) acalah suatu
k=adaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan

penagihan retribusi.

Pasal 56

Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tigia) bulan s=2jak tanggal surat keberatan
Jditeritna harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbithan

surat keputusan keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian

hukum pada waijib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus :liberi keputusan oleh
Bupati.
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan cacat berupa menerima selurubnye atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi vang terutang. ‘
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud oada ayat 1) telah lewat dan Bupati tidak -
mernberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersenuit dianggap dikabulkan.

Pasal £7

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau_SéMruhnya, t.elebihan pembayaran
retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan untuk paling lama 12 ( dua belas ) bulan.
linbalan buriga sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejah bulan pelunasan sampai

dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V
PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

Atas kelebihan pembayaran pajak atau retribus,, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan se’u« diterimanya permochonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), harus memberikan

kopitasan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimakoud pada ayat (2) dan ayat (3) telah lilampaui

dan Bupati tidak memberikan suatu Kepu‘usan, permohonar: pengembalian pembayaran
rewribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLE harus ditertibkan dalam jangka waktu paling

lama 1 ( satu ) bulan.
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Apzbile Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainrya, kelebihan perabayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) langsung diperhitunckan untuk melunasi
terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran rctribusi sebagairana diraksud pada ayat (7)
diaiukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) oular sejak ditertibkannya SKROLB
Jika pengembalian kelebihan pembayaren retnbusl dilakukan setelal. lewal 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga’ sebesar 2% ( dua persen ) cebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebithan pembayaran retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pemhayaran retribusi sebzgaimana dimak:.ud pada
ayat (1) diatur dergan peraturan Bupati.

EAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 59

Hax untuk melakukan penagiban retribusi inenjadi kedaluwarsa setelah rnelampaui
waktu 2 (d 1a) tahun terhitung sejak saat teruiangnya rerivusi, kecuali jika wajib retribusi
melakukan tindak pidara dibidang retribusi.

Kedaiuwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggub jika
a. ditebitkan surat tequran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, Haik langsung maupun tidak

langsung
Calarn hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dlmalsud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya suial tequran tersebut
P=ngakuan utang retribusi secara langsung schagaimana dir.aksud pada ayat (2) huruf
b. adalah wajib retribusi dengan kesadarar.nya menyatakan masih mempunya utang
retribusi dan belum inelunasinya kepada Perr.erintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dirmaksuc pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 60

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih !agi karer.a hak untuk rnelakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. '
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan PFiriang  Retribusi yarng  sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...

Tata cara penghapusan piutang retribusi yarg sudan “edaluwarsa diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAS ViI
PEMER!KSAAN

Pasal 61

Rupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemendhan
kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
retnbusi daerah.

Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan. dokurnen yang menjadi

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang

terutang
memberikan kesempatan untuk memasuki tenipal atau ruangan yang dianggap

perlu dan memberikan bantuan guna kelancaren aemmksaan dan/atau

c¢  memberikan keterangnn yang diperlukan.
IKelentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan 1elribusi diatur dengan

Peraturan Bupati.
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BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal €2

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat cdiberi insentif atas lasar
pencapaian Kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtetapxan melalui angcaran
pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang herlaku.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 63

Pejabat pegawai negeri sipil tetentu di lingkungan Peimerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan penyidikan tincak pidana dibidany retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acar= Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabst pegawai ncegen sipil

tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat clzh pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan. .

Wewenang penyidik sebagaimana dimaks'id pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan iindak pidana dibidang retribusi agar keterangan .atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jzlas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulxan Keterangar ryengenai orang pribadi atau
tadan tentang kebenaran perbuaten yang dilakukan sehubuiigan dengan tindak
pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang prinadi etau bedan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang dan ret-ibusi daerah;

d. mermeriksa buku, catatan, dan dokumen lain bercenaan dengan tindak oidar.a

dibidang dan retribusi caerah;

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkiin  bahan bukti  pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan peayilaan terl.adap bhahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peiakianaan tugas penyid.kan unda
pidana dibidang retribusi daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat prda saat pemeriksaan sedeng berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen ynang dibawa;

h.  memotret seseorang yang berkaitan deagan tindak pidana dan retribusi daerat;
memanggil orang untuk didengar ketera \gannya dan dineriksa sebagai ter<anqka
atau saksi;

IR mengherntikan penyidikan, dan/atau
k. melakukan tindaken lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dihidan retribusi  daerah sesuai d2ngan kotenuan  Devaturan DPerundang-
¢ g

undangan.
Penyidik sebagaimana dimaksnd pada ayat (1, membertahuxan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada peuntut umum melalvi Peny.dik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Lndang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUALN PIDANA



Pasal B4

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya s=2hingga merugikan keuangan
atau mdana denda paling banyak

daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 tiga) bulen
3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak a‘au kurang dibayar.
Pasal 65

Cenda sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 merupakan penerimaan rnegara

BABXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saa! Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih .erutang herdasarkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dim.aksud
dalani pasal 3, sepaniang t.dak diatu~ dalam Peraturan Danral. yang bersangkutar masih
dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BABXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis peleksanazan Peraturan Nazrah ini akan diatur

dencvan Peraturan dan/atau dengan Keputusan Bupati.
(2) Dengan berlakurya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Cacrab Kahupatea Mandailing
Natai yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usena dicabut dan dinvatakan tidak beilaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundar~gkan.
Agar setinp orang mengetahu'nya, memerintehkan Pengundangan Peraturan Da=rah ini
cengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aandailing Natal,

, -<'55"1"-’—"_57_ Dn etap\an di Par wyabungan
- pada z]ggu+-—- 5 Janua i 2011

BU”AT! MANDAILING NATAL

'

LFEPAN SOFIAN
Diuncangkan di Panyabungan
pada tanggal 277 Januari 2011

_ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
- 'mND ILING NATAL,




PENJELASAN
ATAS
PEFRATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILIN G NATAL
NOMOR : 9 TALUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

UMUM

Peraturan Dearah int merupakan pengaturan kembali dan sebagar pengganti
penyempurmaan peraturan retribusi daerah Kabupaten Mandailing Matal yang
penyusunannya secara tersendiri ke dalam rmasing -~ masing bentuk Peratiran Daerah
berdasarkan undang — undang Nomor 34 1ahun 2000 tentang Perubahan atas undang
— undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Caerah
Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan pungutan daeral ke dalam
Peraturan Daerah tentang retribusi daerah ini selan dimaksudkan dalarn rangka
menyeragamkan keten.uan-formal yang mengatur pelaksanaan tata kerja pemungutan
dan penagihan retribusi daerah dan keternituan materia vang yang meliputi artara lain
oojek dan subjek retribusi, tarif retribusi, clasar peng:naan dan cara penyhitungan
retribusi, serta ketentuan mengenai masa retribusi den saat teruntang retrilusi, juga
untuk meningkatkan pendapatan daerah dari semuz jenis relribusi daerah yang
mervpakan salah satu sumber pendapaian daerah yang cukup polens’al untuk
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan perminguran dan dalam rangka
penyesuaian terhadap undang — undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajek Daerah
dan Retribusi Dasrah -

Dengan diberlakukannya Undang — undang Non o: 23 tahun 2009 tentar.,g Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang menyerahkan : epenuhnya penanganan dan
pemunguzan retribusi jasa usaha yaitu :

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

1
2
3. Retribusi terminal

4. Retribusi tempat khusus parkir

5. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
6. Retribusi rumah potong hewan

7. Retribusi rekreasi dan olah raga

8. Retribusi penggunaan produksi usana daerah

Pada Pemerinlah Kabupaten /kota dari semula sebagar Relribusi Provinsi, 1apat
menjadi pungutan dalam menunjang pembiayaan penyclenggaraan pemarintah dan
nelaksanaan pembangunarn di Kabupaten-Mandailing Matal, sehingga untuk rnencapai
tujuan tersebut diperlukan langkah sterategis dalam menggaali Pendapatan Asli Daerah
dan bidang retribuis sejumlah delapan jenis, retiibug’ lempat pelelangan dan retribusi
jasa kepelabuhanan belum bisa diatur, karena belum memiliki sarena.

Sistim, mekanisme, can tata cara pelaksanaan hax dan kewajiban perpajakan
yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Feraturan Daerah ini tetap
menganut sistim pengaturan tersendiri pzrubahan terscout barlujuan unfuk lebih
membetrikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi, meniagkatkan
kepastian dan penegakan hukurn, serte mengantisipasi kemajuan di bidang tehnologi
mfonnasi. selain itu perubahan lerscbut juga cunaksud untuk  meningkatkan
orofesionalisme Aparatur Perpajakan/retribusi Daerai, meningkatkan keterbukaan



adininistrasi retribusi daerah dan meningkatkan kepatuhin sukarela waiib retribusi

memenuhi kewajibannya.

Dengan berpegang teguh pada orinsip keadi'an, kesederhanaan kepestian
nukum, arah dan penyusunan Peraturan Dazral ini mengacu pada kebijakan pokok
sebagai berikut:

a. Meningkatkan efesiensi  pemungutan retribus’  falam rangka mendukung
penerimaan daerah,

b Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan eadilzn baci masyarakat wajit
retribusi;

c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial skonocmi masarakat wajib retribusi
serta perkembangan di bidang tegnolo.i dibidang teyynolegi informasi

d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban nerrajakan masyarakat
wajib retribusi,dan menunjang usaha terciftanyan apara’ perpajakan daerah yang

makin mampu dan bersih;

e. Menyuderhanakan prosedur administrasi r2wribusi dacrah

f. Meningkatkan penerapan prinsip perpajakan tersendiri secara akuntabel dan
konsisten.

g. Menuju kemancirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan Pembancunan
yangsumber utamanya berasa’ dari penerinaan retribust Jaerah.

Dengan diaksanakannya kewajiban pokok Jdimaksud diharapkan dapat
meningkatkan penerimaan daerah seiring sernakin meningk.atnya kepatuhan suka rela
wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakarvratiibusi dan membaiknya iklim
usaha ke arah yang lebin kondusif dan kompetitif

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: cukup jelas

Pasal 2 . diketagorikan kedalam objek retribusi jasa usaha, pemakaian kekayaaan
yang dimiliki daerah, dan penwualan terhadap produksi hiasil daerah,
serta terhadap objek lairnya yang d.sediakan, diselenggarakan,
dikelola/dimiliki Pemerintah Daerah.

rPasal 3 - dari  sebelas objek yang diatur undang undang, hanya de.apan jenis
yang ada di Kabupaten Mandailing Natal o

Pasal 4 . cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 - cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
'asal 13 @ cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 18 . cukup j2las
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Pasal 17 :
Pasal 18 :
Pasal 19 :
Pasal 20 :
Pacal 21 :
Pasal 22 :
; Pasal 23 :
Pasal 24 :
Pasal 25 :
- cukup jelas

Pasal 26

Pasal 34

Pasal 35:
Fasal 26 .
Pasal 37 :
P:sal 38 :
Pasal 39 :
Pasal 40 :
: cukup jelas

Pasal 41

" Pasal 42
Pasal 45 :

Pasal 44 :

Pasal 45 :

Pasal 46 :

Pasal 47 :

Pasal 48 :

. Pasal 49

Pasal 50 :

Pasal 51

- cukup jelas

Pasal 52

Pasal 53¢
Pasal b4 :
Pasal 55 :
Pasal 56 :
Pasal 57 :

Pasal 27 .
Pasai 28 :
Pasai 29 :
Pasal 30 :
e Pasal 31:
I Pasal 32 :
Pasal 33 :

- cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

cukup je'as
cubup jelas
cukup jelas
cukup jeias
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas.

cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas



Pasal 58 :
Pasal 59 :
Pasal 60 :
Pasal 61
Pasa, 62 :
- cukup jelas
Pasal 64 :
Pasal 65 :
: cukup jelas

Pasal 63

Pasal 66

Pasal 67 :
Pasal 68 :
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cukup elas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas




